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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ynag telah dilakukan, maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlindungan yang dilakukan Advokat terhadap anak sebagai korban 

kekerasaan seksual telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang 

Advokat, adalah berupa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh 

Advokat dalam mendampingi korban secara cuma-Cuma bagi yang tidak 

mampu. 

2. Kendala yang dihadapi Advokat 

Biasanya anak tidak mau menceritakan atau sulit diajak komunikasi dan 

dari pihak keluarga cenderung menutup diri. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil analis dan kesimpulan diatas, maka penulis akan 

mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna dan 

bermanfaat. Adapun saran-saran yang diberikan penulis : 

1. Aparat penegak hukum harus dapat bertindak lebih tegas terhadap pelaku 

kekerasaan sehingga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya 

kekerasaan seksual. 
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2. Untuk keluarga korban sebaiknya tidak menutup diri dan harus segera 

melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat, mendengar dan 

merasakan akan adanya tindakan kekerasan seksual. 

3. Untuk masyarakat agar lebih bekerjasama dengan aparat penegak hukum 

khususnya advokat dan memberi dukungan kepada keluarga korban dan 

tidak mencemooh korban.  
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